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ABSTRAK 

Pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam memiliki tingkat 

kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

potensi gangguan terhadap moral dan keamanan dalam hubungan kerja. Negara 

melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan memberikan perlindungan 

hukum khusus bagi pekerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap 

pekerja perempuan shift malam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Indonesia serta menganalisis pelaksanaannya di Apotek K-24 Raya 

Janti Bantul Yogyakarta. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara norma 

hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya, khususnya Pasal 76 dan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003, 

dengan praktik perlindungan hukum yang diterapkan oleh perusahaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan yuridis-empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui 

observasi, wawancara mendalam dengan pekerja perempuan shift malam, area 

manajer Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, serta pejabat Dinas Tenaga 

Kerja, dan dilengkapi dengan studi dokumentasi serta studi kepustakaan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Analisis 

penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya, teori hubungan industrial 

Pancasila yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan hubungan kerja, 

serta teori perlindungan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan preventif 

dan represif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul 

Yogyakarta pada dasarnya telah berjalan, ditandai dengan adanya pengaturan sistem 

kerja dan pembagian shift, pemenuhan hak upah, kepesertaan dalam jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta pengaturan kerja malam dengan jumlah pekerja lebih dari 

satu orang sebagai bentuk perlindungan keamanan. Namun demikian, 

pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kedua, ditinjau dari Pasal 76 Undang-

Undang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, masih terdapat 

ketidaksesuaian dalam pemenuhan fasilitas khusus bagi pekerja perempuan shift 

malam, khususnya terkait penyediaan makanan dan minuman bergizi serta fasilitas 

antar-jemput. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum 

dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen 

perusahaan serta pengawasan pemerintah yang lebih efektif guna menjamin 

terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan shift malam secara menyeluruh. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, pekerja perempuan, shift malam, hukum 

ketenagakerjaan. 
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ABSTRACT 

Female workers who work night shifts are more vulnerable to occupational 

safety and health risks, as well as potential disruptions to morale and security in 

their working relationships. Therefore, the state, through labor legislation, provides 

special legal protection for female workers who are employed at night. This study 

aims to examine the forms of legal protection for female night shift workers based 

on the provisions of Indonesian laws and regulations and to analyze their 

implementation at the K-24 Raya Janti Bantul Pharmacy in Yogyakarta. The focus 

of the research is directed at the conformity between the legal norms stipulated in 

Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its implementing regulations, 

particularly Article 76 and Decree of the Minister of Manpower and 

Transmigration Number KEP.224/MEN/2003, with the legal protection practices 

applied by the company. 

This study is field research with a legal-empirical approach and is 

descriptive and qualitative in nature. Data was obtained through observation, in-

depth interviews with female night shift workers, managers of the K-24 Raya Janti 

Bantul Pharmacy in Yogyakarta, and officials from the Manpower Office, 

supplemented by documentation studies and literature studies on relevant laws and 

regulations and legal doctrines. The research analysis used Law Number 13 of 2003 

concerning Manpower and its implementing regulations, the Pancasila industrial 

relations theory which emphasizes balance and harmony in labor relations, and the 

legal protection theory which focuses on preventive and repressive protection. 

The results of the study show that: first, the implementation of legal 

protection for female night shift workers at the K-24 Raya Janti Bantul Pharmacy 

in Yogyakarta has basically been carried out, as indicated by the existence of work 

system and shift distribution arrangements, fulfillment of wage rights, participation 

in employment social security, and night work arrangements with more than one 

worker as a form of safety protection. However, its implementation is not yet fully 

optimal. Second, as reviewed in Article 76 of the Manpower Act, Minister of 

Manpower and Transmigration Decree Number KEP.224/MEN/2003, Law No. 6 of 

2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 

2022 concerning Job Creation into Law, and Government Regulation No. 35 of 

2021, there are still discrepancies in the fulfillment of special facilities for female 

night shift workers, particularly regarding the provision of nutritious food and 

drinks and shuttle facilities. This situation indicates a gap between legal norms and 

practices in the field. Therefore, there is a need for increased commitment from 

companies and more effective government supervision to ensure that the rights of 

female night shift workers are fully fulfilled. 

 

Keywords: legal protection, female workers, night shifts, labor law. 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan)  yang dikerjakannya dan dia mendapat 

(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” 

(Q.S. Al-Baqarah:286) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah:5-6) 

 

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan 

lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa 

yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-

gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” 

(Boy Candra)  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan 

nasional. Saat ini Indonesia tengah gencar mendorong pembangunan 

nasional khususnya di bidang ekonomi dengan memfokuskan perhatian 

pada pengembangan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan, martabat, harga diri para pekerja, serta menciptakan tatanan 

sosial yang adil, makmur, dan seimbang, baik dari segi materiil maupun 

spiritual.1 

Kemajuan industrialisasi saat ini menyebabkan persoalan 

ketenagakerjaan semakin menunjukkan kompleksitas yang tinggi terutama 

dari sisi hukum. Hal tersebut memicu munculnya berbagai ketentuan hukum 

untuk mengatur hubungan kerja. Namun ternyata pengimplementasian 

aturan hukum mengenai ketenagakerjaan tersebut masih mengalami 

berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang 

mendalam terhadap substansi undang-undang ketenagakerjaan dan berbagai 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.2 

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan idealnya 

merupakan hubungan yang bersifat timbal balik dan sejajar yang mana 

 
1 Khusnul Khatimah, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di Malam Hari Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian Swalayan di 

Banda Aceh),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2023), hlm. 1. 

2 Devi Rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 2. 
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kedua belah pihak saling membutuhkan. Pekerja membutuhkan lapangan 

pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

penghasilan, sementara perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk 

menjalankan aktivitas operasionalnya. Dengan demikian perlindungan 

terhadap hak-hak pekerja merupakan aspek penting yang seharusnya 

menjadi perhatian utama bagi setiap perusahaan.3 

Pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia umumnya diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan undang-undang turunannya,  termasuk regulasi 

pelaksanaan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang berisi ketentuan lebih detail mengenai 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 36 Tahun 2021 terkait kebijakan pengupahan. Dalam Pasal 88 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan, secara tegas menyatakan bahwa 

setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan 

tersebut mencakup keselamatan dan kesehatan kerja (K3), moral dan 

kesusilaan, serta perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia.4 Upaya perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi 

 
3 Annisa Putri Sinaga dkk., “Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan dalam 

Sistem Kerja Shift di Perusahaan,” Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 1, No. 5 (2025), 

hlm. 1521. 

4 Pasal 88 ayat (1). 
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manusia. Lebih dari itu, ketentuan mengenai perlindungan kerja tidak hanya 

berperan sebagai substansi pelindung bagi pekerja/buruh tetapi juga 

memberikan manfaat bagi pengusaha dalam menciptakan hubungan kerja 

yang adil dan harmonis.5 

Tingginya tuntutan ekonomi dan minimnya pendapatan dari sektor 

pertanian menjadikan sektor industri memiliki daya tarik kuat bagi tenaga 

kerja perempuan. Bahkan sering ditemukan pelajar atau individu yang 

masih menjalani masa pendidikan ikut terlibat dalam dunia kerja.6 Seiring 

meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, bekerja pada malam hari telah 

menjadi hal yang umum bagi perempuan. Namun tanpa adanya 

perlindungan yang adil bagi pekerja perempuan, hak atas kenyamanan dan 

keselamatan mereka tidak dapat terpenuhi secara optimal. 

Secara normatif hak-hak pekerja perempuan sebenarnya telah 

dijamin oleh berbagai peraturan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai 

UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.7 Perlindungan hukum 

terhadap hak pekerja memiliki peranan penting mengingat posisi sosial dan 

 
5 Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Jurnal Legalitas, Vol. 4, No. 2 (2019),  hlm. 37. 

6 Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada 

Shift Malam di Arena Pool & Cafe Pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau (2021), hlm. 2-3. 

7 Devryano, “Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 

Penyandang Disabilitas,” Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 139. 
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ekonomi pekerja pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan pemberi 

kerja. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pekerja dengan posisi 

yang lemah berpotensi mengalami ketidakadilan dan eksploitasi dalam 

hubungan kerja.8 

Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa setiap 

tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan 

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.9 Dalam Pasal 76 juga disebutkan 

kewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 

hingga 07.00 untuk menyediakan makanan dan minuman bergizi, menjaga 

kesusilaan dan keamanan, serta menyiapkan fasilitas antar-jemput antara 

pukul 23.00 sampai dengan 05.00. Bahkan sebagai tindak lanjut dari UU 

Ketenagakerjaan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor Kep-224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha 

yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai 

dengan 07.00 untuk mendukung dan secara khusus mengatur perlindungan 

pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam.10 

Meskipun regulasi hukum sudah cukup lengkap, fakta di lapangan 

menunjukkan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan belum 

 
8 Jihan Rafifah dkk., “Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-

Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja di Indonesia,” Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan 

Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 148. 

9 Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja…” hlm. 3. 

10 Anindya Pramesti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Menurut Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di PT Sritex Sukoharjo),” 

Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020), hlm. 4-5. 
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sepenuhnya diterapkan dengan baik. Sebagian besar pekerja perempuan di 

sektor industri masih menghadapi berbagai masalah seperti kesenjangan 

upah, pelecehan seksual, tidak adanya hak untuk cuti haid maupun hamil, 

hingga jam kerja malam tanpa fasilitas keamanan memadai.11 Selain itu, 

masih ditemukan beberapa perusahaan yang belum melaksanakan 

kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tidak 

menyediakan fasilitas antar jemput, tidak memberikan jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta belum optimal dalam membayar upah lembur.12 

Permasalahan tersebut menggambarkan bahwa implementasi 

perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan khususnya yang bekerja 

pada shift malam belum berjalan efektif. Oleh karena itu, kajian mendalam 

sangat diperlukan untuk mengevaluasi penerapan perlindungan hukum 

tersebut agar tercipta hubungan kerja yang adil dan aman sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum 

Pekerja Perempuan Shift Malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul 

Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

 
11 Chikan Lousia Tania dan Rahmi Zubaedah, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan 

Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Kesetaraan Gender,” 

Jurnal Dunia Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 6. 

 
12 Nurmawati Br Manik dan Adawiyah Nst, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja 

Perempuan di Sektor Informal,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 

1427-1428. 
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1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja 

perempuan shift malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja 

perempuan shift malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah 

diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam di Apotek K-24 

Raya Janti Bantul Yogyakarta. 

b. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada 

shift malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
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pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan 

dengan meningkatkan literatur dan pemahaman tentang 

perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terutama yang bekerja 

pada shift malam. Hasil penelitian juga dapat menjadi pedoman bagi 

akademisi yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan, 

memperbaiki, atau memperkuat kebijakan perlindungan hukum 

yang lebih komprehensif dan efektif bagi pekerja perempuan 

khususnya yang bekerja shift malam. 

2) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan wawasan 

tentang tanggung jawab hukum dalam menjamin hak dan 

perlindungan bagi pekerja perempuan shift malam, sehingga 

tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. 

3) Bagi pekerja perempuan, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-

hak yang seharusnya diterima termasuk hak atas keselamatan, 

kesehatan kerja, dan perlindungan moral sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah pengumpulan, peninjauan, analisis, dan sintesis 

sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. 
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Berdasarkan literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang 

“Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Shift Malam di Apotek K-24 

Raya Janti Bantul Yogyakarta” penulis menemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang masih berkaitan dengan tema tersebut antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rosalina Utami dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Shift 

Malam Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Great Giant Pineapple Humas 

Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah Lampung)” tahun 2022. 

Penelitian ini menganalisis perlindungan pekerja wanita pada malam hari 

dengan menggabungkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah 

berdasarkan prinsip maqashid syariah.13 Persamaan penelitian ini terletak 

pada fokus analisis yang sama yaitu meneliti perlindungan hukum bagi 

pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam menurut UU 

Ketenagakerjaan. Akan tetapi, perbedaannya ada pada metode dan subjek 

penelitian. Rosalina menganalisis perusahaan besar dalam bidang 

perkebunan dengan menambahkan perspektif syariah, sementara penelitian 

ini menggunakan pendekatan empiris-normatif tanpa pandangan syariah 

dan berfokus pada K-24 Apotek Raya Janti Bantul Yogyakarta di sektor ritel 

 
13 Rosalina Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Shift 

Malam Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus di PT. Great Giant Pineapple Humas Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah 

Lampung),” Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro (2022). 
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farmasi sehingga lebih menekankan pada pelaksanaan praktis, tantangan, 

dan upaya perusahaan dalam memenuhi perlindungan hukum. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yusuf Sahroni Sofyan dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Shift Malam Pada Minimarket 24 

Jam di Kota Semarang” tahun 2023 bertujuan untuk menelaah regulasi 

perlindungan hukum serta hambatan implementasinya bagi pekerja 

minimarket yang bekerja dalam sistem shift malam di Semarang.14 

Persamaan penelitian ini terletak pada dasar hukum yang digunakan, yaitu 

keduanya berlandaskan pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan 

turunannya. Namun ada perbedaan signifikan di mana penelitian Yusuf 

membahas pekerja malam secara umum tanpa memisahkan jenis kelamin 

pekerja, sementara penelitian ini fokus pada pekerja perempuan shift malam 

yang mendapat perhatian dan perlindungan khusus dalam regulasi 

ketenagakerjaan. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hasvi Hadyan Ikhsan dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada Shift 

Malam di Arena Pool & Café Pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan” tahun 2021 meneliti perlindungan bagi 

pekerja perempuan sift malam pada sektor hiburan malam.15 Penelitian ini 

 
14 Yusuf Sahroni Sofyan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Shift Malam Pada 

Minimarket 24 Jam di Kota Semarang,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

(2023). 
15 Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja 

Pada Shift Malam di Arena Pool & Café Pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau (2021). 
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menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan menemukan bahwa 

meskipun telah ada aturan hukum tentang perlindungan tenaga kerja 

perempuan, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi. 

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yakni 

perlindungan hukum bagi pekerja perempuan shift malam yang 

berlandaskan UU Ketenagakerjaan yang mencakup aspek kesusilaan, 

keamanan, ketersediaan makanan bergizi, dan fasilitas antar jemput. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi serta jenis usaha yang 

menjadi objek penelitian. Penelitian Hasvi dilakukan di tempat hiburan 

malam di Pekanbaru sementara penelitian ini berfokus pada Apotek K-24 

Raya Janti Bantul Yogyakarta yang merupakan sektor ritel farmasi dan 

berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga konteks 

permasalahan yang dihadapi juga berbeda. 

Keempat, penelitian oleh Mutiarahmah Yunessa dkk. yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Menurut Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 Studi Kasus PT. AICE” tahun 2025.16 Penelitian ini 

menyoroti lemahnya pengawasan dan celah regulasi yang mengakibatkan 

banyak hak pekerja perempuan tidak terpenuhi sehingga berdampak serius 

pada kesehatan reproduksi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak 

pada fokus kajian yakni penelitian tentang perlindungan hukum bagi pekerja 

perempuan shift malam berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Namun terdapat 

 
16 Mutiarahmah Yunessa dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Menurut 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Studi Kasus PT. AICE,” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan 

Publik, Vol. 2, No. 2 (2025). 
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perbedaan dalam hal objek penelitian dan metode analisis. Penelitian 

Mutiarahmah Yunessa dkk. mengkaji kasus nyata dalam industri makanan 

berskala besar dengan fokus pada hak reproduksi dan keselamatan kerja, 

sementara penelitian ini lebih menekankan implementasi perlindungan 

praktis di sektor ritel farmasi melalui studi di Apotek K-24 Raya Janti 

Bantul Yogyakarta. 

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ninda Aina Efendy dan Waluyo, 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada 

Shift Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Apotek K-24 Sukomanunggal 

Surabaya” tahun 2023.17 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris dengan hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

antara perjanjian kerja dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya 

terkait kewajiban penyediaan makanan bergizi, fasilitas antar-jemput, serta 

keamanan dan kesusilaan pekerja perempuan. Persamaan dengan penelitian 

ini terletak pada fokus kajian yang sama yaitu menganalisis implementasi 

perlindungan hukum pekerja shift malam di Apotek K-24 dengan dasar 

hukum yang serupa. Namun perbedaannya terletak pada lokasi dan lingkup 

kajian. Penelitian Ninda berfokus pada Apotek K-24 Sukomanunggal 

Surabaya dengan penekanan pada ketidaksesuaian perjanjian kerja 

sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi praktis 

 
17 Ninda Aina Efendy dan Waluyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja 

Pada Shift Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya,” Jurnal Pendidikan 

Tambusai, Vol. 7, No. 3 (2023). 
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perlindungan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya perusahaan 

dalam melindungi pekerja perempuan shift malam di Apotek K-24 Raya 

Janti Bantul Yogyakarta. 

E. Kerangka Teoretis 

1. Teori Hubungan Industrial Pancasila 

Hubungan industrial merupakan hubungan antara para pelaku dalam 

proses produksi, yakni pekerja dan pengusaha yang bertujuan 

menghasilkan barang maupun jasa sebagai hasil usaha, dan pemerintah 

yang berperan sebagai pihak yang mengayomi sekaligus 

berkepentingan dalam upaya pembinaan perekonomian nasional.18 

Hubungan industrial terbentuk berdasarkan falsafah bangsa dan negara. 

Karena setiap bangsa memiliki falsafah yang berbeda maka sistem 

hubungan industrial juga akan berbeda antara satu negara dengan 

negara lainnya. Di Indonesia, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan 

negara menjadi dasar terbentuknya hubungan industrial yang kemudian 

dikenal dengan hubungan industrial Pancasila. Dengan menjadikan 

Pancasila sebagai landasan filosofis maka secara normatif seluruh 

peraturan mengenai hubungan industrial merupakan perwujudan dari 

nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pengaturan hubungan industrial di 

 
18 Fritje Rumimpunu, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga 

Kerja, Perusahaan dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003),” Jurnal 

Hukum Unsrat, Vol. 2, No. 2 (2014), hlm. 118. 
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Indonesia harus senantiasa selaras dan sejalan dengan nilai-nilai 

tersebut.19 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan antara pekerja, 

pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa, 

yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini 

mencerminkan kepribadian bangsa serta budaya nasional Indonesia 

sehingga setiap aturan dan praktik hubungan kerja harus selalu sesuai 

dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara.20 Dalam 

ketenagakerjaan nasional, penerapan hubungan industrial Pancasila 

berupaya menempatkan pekerja dan pengusaha dalam posisi yang 

seimbang. Konsep ketenagakerjaan tersebut merupakan bagian dari 

sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila, di mana 

hubungan industrial menjadi salah satu wujud pelaksanaan sistem 

ketenagakerjaan di Indonesia.21 

Hubungan industrial Pancasila mengakui dan meyakini bahwa 

bekerja bukan sekadar sarana mencari penghidupan saja, tetapi juga 

sebagai wujud pengabdian manusia kepada Tuhan, kepada sesama 

 
19 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Penerbit 

Jambatan, 1975), hlm. 6-7. 

20 Dede Iskandar, dkk., “Analisis Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Sumber 

Daya Manusia dalam Hubungan Industri Pancasila di Indonesia,” Prosiding EMAS: Ekonomi 

Manajemen Akuntansi Kewirausahaan, Vol.1, No.1 (2021), hlm. 286. 

 
21 M. Imam Abrori, “Implementasi Hubungan Industrial Pancasila Terhadap Kesejahteraan 

Pekerja Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” Legal Studies Journal, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 53. 
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manusia, serta kepada bangsa dan negara. Dalam perspektif ini, pekerja 

tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi belaka melainkan sebagai 

pribadi yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Lebih lanjut, 

hubungan industrial Pancasila memandang bahwa pekerja dan 

pengusaha memiliki kepentingan yang saling berkaitan, yaitu 

keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Apabila perusahaan 

berkembang, maka kesejahteraan para pihak yang terlibat di dalamnya 

juga dapat meningkat. 

Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau perselisihan kerja, 

teori hubungan industrial Pancasila menekankan penyelesaian melalui 

musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan. Pandangan 

ini mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

pekerja dan pengusaha. Keseimbangan tersebut tidak didasarkan pada 

keseimbangan kekuatan (balance of power), melainkan atas dasar rasa 

keadilan dan kepatutan. Di samping itu, hubungan industrial Pancasila 

juga menegaskan bahwa hasil atau keuntungan yang diperoleh 

perusahaan sebagai buah kerja sama kedua belah pihak harus dibagikan 

secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing.22 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan 

suatu upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan 

 
22 Dede Iskandar, dkk., “Analisis Hubungan Industrial Pancasila…” hlm. 287-288. 
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kekuasaan atau kewenangan tertentu melalui pengakuan hak asasi 

manusia, sehingga individu tersebut dapat bertindak untuk 

mempertahankan hak dan kepentingannya.23 Hukum dapat berperan 

untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan 

fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Konsep ini bersumber dari 

tujuan hukum untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dalam 

masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pembatasan yang 

tepat.24 

Sementara menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum 

adalah suatu tindakan untuk menjaga atau memberikan bantuan kepada 

subjek hukum dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang 

tersedia.25 Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum 

menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. 

Perlindungan preventif adalah upaya perlindungan yang memberikan 

kesempatan kepada individu untuk menyampaikan pendapat sebelum 

suatu keputusan ditetapkan secara final guna mencegah konflik dan 

mendorong kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan. Sementara itu, 

perlindungan hukum represif merupakan tindakan penyelesaian yang 

 
23 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 

121. 

24 Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-

lt63366cd94dcbc/?page=all, diakses pada 06 Oktober 2025. 

25 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2011), hlm. 10. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all
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diambil ketika sengketa sudah terjadi termasuk melalui proses hukum 

di lembaga peradilan.26 Perlindungan hukum merupakan upaya untuk 

menjaga dan menghormati harkat serta martabat manusia, termasuk 

pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek 

hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui ketentuan hukum yang 

berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjadi 

seperangkat norma yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.27 

Pada dasarnya, salah satu hakikat dan tujuan dari hukum adalah 

memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat sehingga 

harus diwujudkan melalui jaminan akan adanya kepastian hukum bagi 

setiap warga negara. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yang bertujuan mendeskripsikan secara jelas keadaan serta 

fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data dan informasi 

langsung dari sumber yang telah ditentukan.  Lokasi utama penelitian 

ditetapkan di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta karena 

mempekerjakan pekerja perempuan pada shift malam sehingga dinilai 

relevan sebagai objek kajian. Selain itu, peneliti juga akan mengunjungi 

 
26 Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk 

Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,” Disertasi Doktor Universitas 

Brawijaya Malang (2010), hlm. 18. 

27 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 25. 
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instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Bantul guna memperoleh data pendukung yang dibutuhkan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik 

yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan 

pada shift malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta. 

Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan 

yang sedang berlangsung sehingga dapat memberikan data yang 

seakurat mungkin mengenai perlindungan hukum bagi pekerja 

perempuan dengan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan 

kenyataan praktiknya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni 

memadukan kajian norma hukum dengan observasi lapangan. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menganalisis 

ketentuan hukum secara teoretis tetapi juga menelusuri penerapannya 

dalam kehidupan nyata untuk mengevaluasi keberlakuan hukum dan 

dinamika implementasinya sehingga diperoleh gambaran komprehensif 

tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan shift malam di 

Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta. 
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4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui 

observasi dan wawancara dengan informan terkait tema penelitian. 

Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang rinci 

dan terpercaya mengenai implementasi perlindungan hukum 

terhadap pekerja perempuan sekaligus menggali pandangan 

langsung dari para pekerja atau pihak yang terlibat dalam praktik 

tersebut. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang 

memiliki kekuatan mengikat, mencakup Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang 

Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh 

Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, serta 

peraturan terkait lainnya. 

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan 

penjelasan, interpretasi, dan komentar terhadap bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal atau artikel 
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hukum, pendapat ahli hukum (doktrin), skripsi, dan hasil 

penelitian terdahulu yang membahas tenaga kerja dan 

perlindungan hukumnya. 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung atau 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan 

artikel atau informasi yang diperoleh dari internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur kepada 

beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan 

pekerja perempuan pada shift malam yakni pekerja perempuan di 

Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, yang terdiri dari Shifa 

Adelia Septiduana selaku Area Manajer di Apotek K-24 Raya Janti 

Bantul Yogyakarta, apt. Puspita Fitri Handayani selaku Apoteker 

Penanggung Jawab, apt. Dewi Utari selaku Apoteker Pendamping, 

Aprilia Suprapti Hadi selaku Karyawan pada bidang Keuangan dan 

Administrasi, Syifa Setia Mutiarani dan Gita Wulandari selaku 

Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian. Wawancara juga dilakukan ke 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang dalam 

hal ini diwakili oleh Ibu Rini Widiastusi, S.H., selaku Mediator 

Hubungan Industrial Madya. Melalui wawancara ini penulis akan 

memberikan pertanyaan pokok dan berupaya menggali informasi 
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mengenai implementasi ketentuan hukum di lapangan tetapi tetap 

memberikan ruang untuk pengembangan jawaban dari para pihak. 

b. Studi Kepustakaan 

Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri 

peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, jurnal dan 

karya ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa. Studi ini 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoretis dan normatif 

tentang perlindungan hukum ketenagakerjaan khususnya yang 

berkaitan dengan pekerja perempuan shift malam. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

dokumen pendukung seperti kebijakan perusahaan atau perjanjian 

kerja. Dokumentasi ini juga mencakup foto, catatan internal, atau 

formulir yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan 

pekerja. Dokumentasi ini berguna sebagai data pendukung dan 

penguat dalam menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi 

pekerja perempuan shift malam telah diimplementasikan. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif 

dengan mengolah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, 

wawancara, dan dokumentasi yang kemudian disusun secara sistematis 

untuk ditafsirkan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data 
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(menyaring data yang relevan), penyajian data (menyusun dan 

memaparkan data dalam bentuk uraian), dan penarikan kesimpulan 

(menganalisis kesesuaian data empiris dengan norma hukum). Dengan 

metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara jelas 

mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja 

perempuan shift malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi 

ini, penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang disusun secara 

terstruktur menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini 

bertujuan memberikan gambaran umum mengenai topik yang diteliti serta 

menjelaskan landasan awal dilakukannya penelitian. 

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang hukum ketenagakerjaan, 

perlindungan hukum, dan pekerja perempuan shift malam. Pembahasan ini 

mencakup pengertian, dasar hukum, serta ketentuan mengenai pekerja 

perempuan shift malam sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan 

peraturan lain yang relevan. 
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Bab Ketiga berisi gambaran umum mengenai Apotek K-24 Raya 

Janti Bantul Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Dalam bab ini 

dipaparkan profil Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, struktur 

organisasi, sistem kerja shift, serta mekanisme pembagian tugas karyawan. 

Bab Keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 

memaparkan temuan-temuan di lapangan terkait pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di Apotek K-24 Raya Janti 

Bantul Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, 

dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Apotek K-24 Raya Janti 

Bantul Yogyakarta. Analisis dalam bab ini akan dikaitkan dengan UU 

Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, serta dikaitkan pula dengan 

teori hubungan industrial pancasila, teori perlindungan hukum, dan 

kesetaraan gender guna melihat kesesuaian antara norma hukum dan 

implementasi di lapangan. 

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran yang diajukan oleh penulis sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait 

baik pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam rangka optimalisasi 

perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di masa yang 

akan datang.
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift 

malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta pada dasarnya 

telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Perusahaan telah 

melaksanakan beberapa kewajiban normatif, antara lain pengaturan 

sistem kerja dan pembagian shift, pemenuhan hak upah, serta 

kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Selain itu, aspek perlindungan moral dan keamanan juga telah 

diupayakan melalui pengaturan kerja malam dengan jumlah pekerja 

lebih dari satu orang. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hak 

pekerja perempuan yang belum terpenuhi secara maksimal, khususnya 

terkait penyediaan makanan dan minuman bergizi serta fasilitas antar-

jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada waktu malam hari 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 76, Kepmenakertrans Nomor 

KEP.224/MEN/2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pelaksanaan perlindungan 
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hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di Apotek K-24 Raya 

Janti Bantul Yogyakarta dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun 

perusahaan telah memenuhi sebagian kewajiban normatif, masih 

terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan fasilitas khusus bagi pekerja 

perempuan shift malam. Beberapa kewajiban pengusaha, seperti 

penyediaan makanan dan minuman bergizi serta fasilitas antar-jemput 

bagi pekerja perempuan pada jam tertentu, belum dilaksanakan secara 

lengkap sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma 

hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan komitmen perusahaan serta pengawasan yang 

lebih efektif dari pemerintah agar seluruh hak pekerja perempuan shift 

malam dapat terpenuhi secara menyeluruh, sehingga terwujud hubungan 

industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan (Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta) 

Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan perlindungan 

hukum bagi pekerja perempuan shift malam secara lebih menyeluruh 

dan berkelanjutan sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma hukum 
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ketenagakerjaan yang bersifat imperatif. Pemenuhan tersebut terutama 

berkaitan dengan penyediaan perlindungan keamanan dan fasilitas 

pendukung kerja malam sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa 

peraturan perusahaan disusun, disosialisasikan, dan dilaksanakan secara 

konsisten sebagai wujud tanggung jawab hukum dan komitmen 

terhadap perlindungan hak pekerja. 

2. Bagi Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan 

ketenagakerjaan yang tidak hanya bersifat responsif terhadap laporan 

atau pengaduan, tetapi juga dilaksanakan secara proaktif dan preventif 

sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjamin perlindungan 

hukum. Penguatan pembinaan, sosialisasi hukum ketenagakerjaan, serta 

peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan perlu dilakukan 

secara berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya perlindungan 

hukum bagi pekerja perempuan shift malam. 

3. Bagi Pekerja Perempuan Shift Malam 

Pekerja perempuan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman hukum terkait hak-hak normatif yang dimilikinya. Dengan 

pemahaman tersebut, pekerja diharapkan lebih berani memperjuangkan 

haknya melalui mekanisme yang tersedia, baik secara internal 



 
 

118 
 

 
 

perusahaan maupun melalui instansi terkait, tanpa rasa takut akan 

kehilangan pekerjaan.  
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